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- Mengingat

EBL()FhA

PERHTURAN DAERAH KQBUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORﬁ

NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHQN f

. DENGAN RQHMQT TUHﬁN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPﬁLﬁ DQERAH TINGK&T T BLDRA

a.

bahwa - dengan telah d1tetapkannya Peraturan“
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagaxx pelaksanaan;;,,-.
dari Undang*undang Nomor 18 Tahun 1997 - tentang =
Pajak Dderah dan Retribusi Daerah, maka: Peraturan L
Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat 1T Biora tentangv~=gg‘,
" Pajak Daerah dan Retr1bus1 Daerah perLu dzsesua1* e

kan; ~

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian seb@galmana ”:ﬂ;'f 
dimaksud huruf a diatas, maka perlu menyusun dan.

menetapkan Peraturan Daerah Kabupéten = Daerah.’
Tingkat 11 Blora tentang. Retrlbusl Pe}ayanan Per-

sampahan/&eber51han.

i

Undang *'undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ,‘Pém*'g.“
bentukan ;. Daerah-daerah Kabupaten Dalan L1ﬁgkungan R
Propinsi” Jawa Tengah (Berita_ Negafa. ﬂepublikv:

Indone¢1d Tahun 1950);

Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~

pokok Pemerlnfahan Di Daerah (Lembaran ' Negara

Republik =~ Indonesia Tahun 1974 Nomor = 38, T&mbahan

Lembaran Negara Republxk Indonesia Nomor 3037).

Undang*ungangl:Nomor 8 Tahun 1981 fentang Hukum;
Acara Pidana (L.embaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LeméaranA‘Negara o

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang~undang ‘Momor 23 Tahun 1992 tenfang Kesehatan"

(Lembaran Negara -Republik Indonesia” Tahun 1992
Nomor 100, Tambahan . Lembaran'jNegaga ‘ Republ1k
Indonesla Nomaa 3495): ¥

Undang«unyangvaomqr 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lemharan ‘Negara

Republik '@ Indohesia Tahun 1997 Nomor ?ambahanv

Lembaran Hegara Republlk Indonesia Nombr 3685)

‘Undang—-unganga Nomor % Tahun 1997 tenténg Pengelo~'ﬁ



.

4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah ( Lembaran HNegara

Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 3692 )

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri MNomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996

tantang Perubahan Peraturan Menteri
Nomor 2 Tahun 1994 tentang FPelaksanaan

Pendapatan dan Belanja Oaerah:

Dalam Negeri

Anggaran

hpd{ F@raturan; Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

tentany Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Pamer intah Daseah.

{

Lingkungan

\2 M. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

t )6{ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17% Tahun 1997
Y tentang Tata Cara Pemeriksaan 01 Bidang Retribusi

Daerah;

[Q }df Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998
tentang Tata Naskah Oinas Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

lév)éﬁ Keputusan Menteri ODalam Negeri Nomor 119 Tahun 199G

tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Daesrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Retribusi

,}3" Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Blora
(a‘- Nomor ¢ Tahun 1988 tentang Penyldik Pegawai HNegeri
Sipil 01 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat Il Blora ( tLembaran 0Oaerah

Kabupaten

baerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri 0O

MNomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DAERAHT KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BLORA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / -KEBERSIHAN.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PDalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Blora:

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11

Blora;

. e a2 @ s o~ 2w . O P T - s X oA




~d. Retribusi Pelavanan Persampahan / Kebersihan vyang selanjutnya
disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembavaran atas
jasa pelavanan persampahan / kebersihan vyang disediakan oleh
Pemerintah Daerah;

e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu;

:7<;Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah vang selanjutnva disingkat
3PTRD  adalah surat yvang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembavaran retribusi vyang terutang
menurut Peraturan Daerah;

g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang;

"h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Oasrah: ' :

hﬁ Badan = adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama  dan  bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi vang
sajenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

« ,%erta bentuk badan usaha lainnya.

Qr Ffejabat adalah pegawal vang dibsri tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
paerundang - undangan vang berlaku.

Nama Retribusi—adalah Retribusi Pelayana Persampahan/Kebarsiban.
foubny aran. oty Pc(o\wmn fcryau{AMn [’(M(MM ]
Pasal 3
" Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan.
Fasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang mendapatkan
pelayanan persampahan/kebersihan.

BaAB III
GQLQNG%N RETRIBUSI
Pasal S
‘Retribuai ini termasuk Golonganlﬁetribusi Jasa Umum.
BAaB 1v
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASH
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah., klasi-
fikasi tempat/usaha, volume dan waktu pengangkutan. N ~



BAB V¥

PRINSIP PENETAP@N. STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya : administrasi.
pengangkutan, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan
pembinaan. :
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tarcantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini. *

BaB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
- Pasal 9

- (1) Retrib dipungut, dengan menggunakan SKRD atau dzgug lain
yang rsamakan. ?CMUWW reieb wg qu 9.‘1, od otong kan .

f(z) Pemungut retribusi pada prinsjpnya tidak dapat dialihkan

kepada pik ketiga/dib rqngkan, &ufi ruh@ui g Mbhaﬁumq,
kan SRRDMay Pokunan (am - W9 h urot\mkan '
(3) Retribusi terutang dalam masa rédtribusi, terjadi pada saat

mendapa n  pelayanan persampahan/keber¢1han vang disediakan
oleh Pe intah Daerah.

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan
£ Daerah inipdisetor ke Kas Daerah secara brutto.

Pasal 10

(1) 3Betiap Wajib Retribusi wajib mengisis SPTRD.

{2) SPTRD seébadaimana dimaksud akat/(1) pasal 1in diisi dengan
jelas, beyar dan lengkap sepfa ditandata nk oleh wajib
Retribusi tau kuasanva. ‘

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan olah Kepala

Daerah.
{O’ C BAQ V” . .
AAT
. Retribusi dipungut di Wilayah Daerah. Pﬂgﬁfﬁ?ﬁh%QMV’?ﬁUﬁﬁA
8 AB VII(‘_ pm.{bw;
TATA CARA PEMBAYARAN ‘9* K an Q"N
. U. ClW\ztj

(1) Kepala ODaerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembavaran dan
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
setelah saat terutang. ‘



()

(3)

SKRD, SKROKS
Keputusan Ke
retribusi yan
jangka waktu p
kannva.

BT, 3TRD, Surat Keputusan Pembetulan, 3urat
nargh dan Putusan Banding yang menyvebabkan jumlah
harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam
ing lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbit-

Kepala Oaerah aftas permchonan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia ri /Wajib Retribusi, dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib tribusi untuk mengangsur atau menunda pembavaran
retribusi d n dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan.

Tata cara pembayaran, tampst pembayaran, penundaan pembayaran
ratqibusi diatur dangan Keputusan Kepala Daerah.

BaB VI X

TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 13

(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah
7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
menge luarkan surat bavar/penvetoran atau surat
lainnva v ang sejenis sebagail awal tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran/ peringatan/ surat lain yang s@ienis,
wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3) SBurat taeguran/penvetoran atau surat lainnvya
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal ini
dikeluarkan oleh Pejabat yvang ditunjuk.

(2)

(L)

(2)

e i T g YOG AR A TS X BN O FT G ATy AT g%

bidang ratribuai“

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1}
pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Taeguran dan 3urat Paksa atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik lang-
sung maupun tidak langsung.

B AR xfﬂ}ﬁl?ﬂ

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 1%
Piutang retribusi vyang tidak mungkin ditagih lagi karena bhak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

paerah yang sudah kadaluwarsa sebagail dimaksud ayat (1) pasal
ini.



BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
- kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
-2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang vyang
“tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan S$STROD..

BAB XII
PELLAKSANAAN DAN PENGAWASAN
pasal 17

(1) pPelaksanaan teknis atas bberlakunya Peraturan baerah ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaad Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora, Bagian Ketertiban dan
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah.

" (3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud avat
(1) dan ayat (2) pasal ini, diberikan biaya operasional vyang
besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala
Daerah dan dJdituangkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. '

sag xry XW
KETENTUAN PIDANA

Fasal 1

{1) Wajib rertibusi yvang tidak melakﬁgﬂakan Lawalibannya
sehingga merugikan kewvangan Daerah  diancam pidana
burungan  paling  lama & (enam) ‘bulan  atau denda
paling banvak 4 (empat) kali jum;gh retribusi yang
tarutang. f

(?)y Tindak pidara sebagaimana dimaksud avat (1) pasal
ini adalah pelanggaran.

- {2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
adalah: s ‘

a. HMenerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas; ;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenail
erang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yvang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah-
tersebut;




c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain.
berkenaan dengan tindak pldana di bidang retribusi dasrah;

5. Melakukan  penggeledahan untuk mendapatkan barang  bukti
pambukuan, pencatatan, dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
panyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh bearhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ber;angsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dl bidang

retribusi daerah;

Memangglil orang untuk didangar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi~

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum.

Pt
®

1

F o=
¥

- {3) Penyidik sebagaimana dimaksyd ayat (1) pasal ini, memberitahukan

dimulainva penyidikan dan menyampaikan hasil panyidikannya
kepada Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur ODalam
Undang undang Nomor 8 Tahun 1781 tentang Hukum Acara Pidana.
BaB  xvl
EETEN?UAN PENUTUP

Pasal 20

. (1) Hal~hal yang baldm diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut -oleh Kepala
Daarah. :

;(2) Dengan berlakunya Peraturan Oaerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 9 Tahun 199% . tentang
Penyelenggaraan Kebersihan (l.embaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Blora Nomor & Tahun 1995 Seri 8 Nomor %) dinvatakan
tidak berlaku lagi.

. i
(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mangetahuinya, éemerintahkan
pengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannva dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Okﬁober 1998

KEPRLQ DﬁERﬁH TINGKAT 11

\‘ 2 | -
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KQHUPQTEN>DQERQH TINGKAT 11 BLORA
NOMOR 18 TAHUN 1798

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PENJELASAN UMUM.

Sesual dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan 01 Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat
melaksanakan otonominya, vaitu mampu mengurus dan mengatur rumah
tanagganya sendirl.
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi
sumber pembiayaan bagi penyelanggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
yvang dapat memberikan pedoman dan arahan bagl Daerah Tingkat II
khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Blora dalam hal
pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Oaerah,
maka seluruh ketentuan yvang mengatwr tentang Pajak dan Retribusi
di Daerah Tingkat 1] perlu disesuaikan dengan Undang-undang
dimaksud. ‘ :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun L1997
tentang Retribusi Daerah yvang merupsakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Pelavanan
Persampahan/Kebersihan ditetapkan menjadi salah satu jenis
retribusi daerah. Dalam rangka menjamin ketertiban dan pelavanan
kepada masyarakat yvang mendapatkan pelayanan persampahan/keberi-
han, maka diperlukan pengaturan retribusinya vyang dituangkan
dalam Peraturan Daerabh.

PENJELASAN PASAL. DEMI PASAL .

Pasal
huruf

huruf a s/d : Cukup jelas.

“h

Pasal 1 huruf h

133

- Retribusi ‘vang pembavarannya dengan
menggunakan SKRD masa retribusinva 1
{satu) bulan.

- Retribusi vyang pembayardannva dengan
menggunakan dokumen lain vang Jdipersama-
kan dengan  SKRD masa retribusinya
harian.

Fasal
huruf

huruf 1 s/d @ Cukup jelas.

X

N

Pasal s/d Pasal 3 : Cukup jelas.



Pasal 4 :

Pasal &

23

Pasal 6 s/d Pasal &

Ts

Pasal ¢ ayat (1)

Pasal ¢ ayat (2)

s

Pasal 9 ayat (3) s/d:
avat (4)

Fasal 10 ayat (1) s

Pasal 10 ayat (2) :
s/d avat (3)

Pasal 11 s/d :

R oom oo ra 3 4 B earnswde 1N

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu
bentuk badan usaha vang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-
pun, . persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasil, yvayvasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya.

vang dimaksud dengan 3jasa umum adalah
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk
tuiuan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmatil oleh orang pribadi atau badan.

Cukup jelas.

Yang - dimaksud dengan dokumén lain yang
dipersamakan antara lain berupa karcis
masuk, kupon, kartu langganan.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborong-
kan adalah bahwa seluruh proses keglatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserah-
kan kepada pihak Kketiga. [Namun dalam
pengertian ini  bukan berarti  bahwa
Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga. Oengan sangat selek-
tif dalam proses pemungutan retribusi,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
dengan badan-badan tertentu vang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu-
tan jenis retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yvang tidak
dapat! dikerjasamakan dengan pihak ketiga
adalah  kegiatan perhitungan besarnya
retribusi terutang, pengawasan penvetoran
retribusi dan penagihan retribusi.

Cukup jelas.

i

Kewajiban untuk mengisi SPTRD berlaku
bagi wajib retribusi vyang menggunakan
jasa pelayanan pemerintah Dasrah secara
terus menerus, periodik dan berlangga-
nan, misal : bulanan, tahunan.

- Bagi wajib retribusi yang menerima jasa
pelayanan secara langsung dan tidak
periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat
menggunakan karcis dan dokumen lain.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 14 ayat (2)

T

palam hal diterbitkan Surat Teguran,

huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran terse-
but. .

huruf b + - Yang dimaksud dengan pengakuan utang

Pasal 15 s/d Pasal 19:
ayat (2)

i

Pasal 19 avat (3)

Pasal 20

2

e o -

retribusi secara langsung adalah wajib
retribusi dengan Kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan
belum melunasinya Kepada Pemerintah
Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tidak langsung adalah wajib
retribusi tidak secara nyata-nyata
langsung menvatakan bahwa ia mengakui
mempunyai utang retribusi = kepada
Pemerintah Daerah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan menvampalkan hasil
penvidikannya kepada Penuntut Umum
adalah menyerahkan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melalul Penvidik
Polri. :

Cukup jelas.
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerazh
filora Homor 18 lahun 1998
- teptang Retribusi Pelavanan Persampahan

Tingkat Il

!/ kebereihan,
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TARIP RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/XEBERSIHAN
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1. Rumah Kediaman di Ibu Kota

Kabupaten.
a. Klas I.
b. Klas II.
¢. Klas III.

Rumah

Kediaman di Ibu Kota

Kecamatan.
a. Klas 1.
b. Klas II.
¢c. Klas III.

GOLONGAN USaHa. i
1. Toko di lingkungan Pemukiman

Toko di lingkungan Perdagang-
an Klas I. .
Toko di lingkungan Perdagang-
an Klas II.

Toko di lingKkungan Perdagang“
an Kles JII

Rumah
Usaha

dan Toko {Ruko).
Salon Kecantikan di- Ibu

Kota kecamatan.

Usaha
Desa.
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
tisaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha

2. Usahs

obat,
{isaha
Basaha

. Usaha

i
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Salon Kecantikan dx

fotong Rambut, :
Billyard / Bowling
f@adung Olah Raga
Bangkel HMobil.

Bengke]l Sepeds Hotor.
Reparasi Sepeda.
Pengelasan.
Partukangan Xayu.
Rumah Pondokan.
Restoran.

Rumah Hakan.

Harung Makan.

Rumah Bersalin di Kota.

Rumah Bersalin ¢1 Qesa.!
Apotik / Laborat / Yoko}

Rumah Walst.
Gudang.
Keramaian Umun &aragfa

Insidentil dan Xowersial Ber-

sifat

Eesai.
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Rps

25.090, -

’

BESARNYR
RETRIBUSI
3
Rp., 2.000,-
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 1.500,~
Rp. 1.500,-
Rp. 1.000,-
Rp. 750, -
Rp. . 500, -
Rp. 3.000,~
Rp. 2.500,
Rp. 1.500,-
Rp. 5.000, -
Rp. 5.000, -
Rp. 2.500,-
Rp. 2.000, -
Rp. 10.000,-~
Rp. 5.000, -
Rp. . 19,000
Re. 5.000, -
Rp. 1.500,
Hp. 5. 000, -
Rp. 2.500,~
R‘}l ?*SOOI‘
Rp. 10.000,-
Rp. 5.000, ~
Ro. 2.000,~
Rp. 30.000,-
Ry, 5. 000, ~
Rp. 5.000,
Rp. 25.900,-
p. 20,000,
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Par
Per
Per
Per

Per
Par
Per

Per
Per
Par

Per
per

Per

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Par
Per
Per
Per
Per
Per
Par
Per
Par

Per

Per
Par

Per

KETER&N&RN

D ey

bulan.
bulan.
bulan.
bulan.

bulan.
bulan.
bulaq.

bulan.
bulan.
bulan.

bulan.
bulaq.

bulan.

bulan.
bularn.
bulag.
bulan.
bulan,
bulan.
bulan.
bulan.
bulan.
bulasy.
bulan.
bulasn,
bulan,
bulan,
bulan,

bulan.

hulan.
bulan.
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i} 2 ( 3 : 4 H

\ . 26. Usaha Keramaian Bersifat Non | H v H

H Komersial. ! Rp. 10.000,-! Far bulan. :

X. | GOLONGAN HOTEL. ' A '

' 1 Usaha Hotel Berbxntang { Rp. 20.000,-| Per bulan. H

: . Usaha Hotel Melati III 1 Rp. 15.000,~! Per bulan. - :

: _3. Usaha Hotel Melati I1I ! Rp. 10.000,-! Per bulan. '

o 4. Usaha Hotel Melati | ' Rp.  7.500,-) Per buian. :

4. | GOLONGAN KANTOR DAN GUODANG. : \ H
1 1. Usaha Kantor Pemerintahan. { Rp.  5.000,-! Per bulan. H

: 2. Kantor Pemerintahan. ! Rp. 10.000,-! Per bulan. i

5. ) GOLONGAN INDUSTRI : : :
H 1. Industri Besar dan henengah. ! Rp. 50.000,-! Per bulan. :

! 2. Industri Kecil. H H :

H a. Industri Kecil Klas I. ! Rp. 25.000,-! Per bulan. '

: b. Industri Kecil Klas Il. | Rp. 10.000,-! Per bulan. :

H ¢. Industri Kecil kias Ilt. | Rp. 2.500,-! Per bulan. H

) - t ] ]

] t 1 [}
6.7 PASAR : : i
! a. Pedagang vang berjualan : : , , '

v 1. Diluar los/lapangan terbuka | Rp 100,-! Sekali pembukaan pasar. |

: 2. 01 dalem los. 1 Rp. 1090,-} Sekali pembukaan pasar. |

1. .3. 0i toko { Rp. 3.000,-! Per bulan. H

K 4. D1 warung - _ .1 Rp. 100,-! Sekali pembukaan pasar. !

H 5. 0f restoran/rumah makan. . ! Rp. 100,-! Sskali pembukaan pasar. |

' 6. 0i los daging. = | Rp. 200, -} Sekali pembukaan pasar. |

H 7. 0i los basah. 1 Rp. 100,~, Sekali pembukaan pasar. |

: ! b. Hewan, binatang : ! ' :
g ! 1. Hewan besar (kerbau,sapi,kuda; Rp. ,200,~) Sekali pembukaan pasar. |
- ¢ babi) tiap ekor. ' o o ‘ co
' 2. Hewan kecil (domba, kambing) | Rp. 100,-{ Sekali pembukaan pasar. |

! tiap ekor. : ' ! t :

4 ¢. Untuk penjualan keliling { ang - Rp. 100,-; Sekali pembukaan pasar. |

: kring ). : ' ' ’ a : :

+ d. Dokar/cikar. - i Rp. 100,-! Sehari. :

i @. Untuk usaha tengkulak ( pengan -1 Rp. 100,-} Sekali penbvkaan pasar. |

! tingan) { H o

J \ : :

7. + YERMINAL . i H o :
' - Warung/kios. \ Rp. 100,-} Setiap hari. H
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